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1. Pendahuluan

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam hayati memegang peranan penting dalam menjaga
keseimbangan lingkungan, penyediaan jasa ekosistem, serta menjadi penopang kehidupan ekonomi
dan sosial masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan (FAO, 2020). Namun, dalam
beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia semakin meningkat akibat
konversi lahan, eksploitasi yang tidak berkelanjutan, serta lemahnya kontrol terhadap kawasan hutan
negara. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mendorong
pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial, salah satunya
melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm) (KLHK, 2016).

Program HKm memberikan hak akses kepada kelompok masyarakat untuk mengelola kawasan
hutan negara secara legal dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utamanya adalah
memperbaiki kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian hutan, dan memperkuat posisi
kelembagaan lokal (Maryudi, 2012). Namun, kenyataannya, keberhasilan implementasi HKm sangat
bervariasi antar wilayah. Salah satu faktor penentu keberhasilan adalah sejauh mana tata kelola
kelembagaan dan tata kelola usaha dapat berjalan secara efektif dan sinergis (Siscawati, 2017).

Tata kelola kelembagaan dalam konteks HKm mencakup struktur organisasi kelompok tani hutan
(KTH), mekanisme pengambilan keputusan, peran aktor-aktor lokal, transparansi dan akuntabilitas,
serta hubungan antar kelembagaan seperti Dinas Kehutanan/ Kesatuan Pengelola Hutan (KPH),
LSM/NGo, dan mitra usaha lainnya. Tata kelola yang baik mencerminkan adanya distribusi peran yang
adil, partisipasi aktif masyarakat, serta keberlanjutan kelembagaan dalam jangka Panjang (Wulandari,
2018). Sementara itu, tata kelola usaha mencakup manajemen produksi hasil hutan bukan kayu
(HHBK), akses pasar, pengelolaan keuangan kelompok, serta penguatan kapasitas bisnis masyarakat
(Sari, 2019).
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Kabupaten Toraja Utara merupakan wilayah yang secara geografis dan sosiokultural memiliki
potensi besar dalam pengembangan HKm. Masyarakat adat Toraja dikenal memiliki hubungan
yang erat dengan alam serta kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan. Di sisi lain, potensi hutan
yang masih cukup luas dapat menjadi aset penting dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis
hutan. Namun, hingga saat ini masih ditemukan tantangan dalam bentuk keterbatasan kapasitas
kelembagaan KTH, lemahnya pendampingan teknis, serta belum optimalnya pengelolaan usaha
hasil hutan secara professional (Dishut Prov Sulsel, 2022).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pengelolaan HKm di
Kabupaten Toraja Utara dari aspek kelembagaan dan aspek usaha. Aspek kelembagaan dan aspek
usaha merupakan hal yang memegang peranan penting dalam pengelolaan HKm. Hakim et al.
(2010) menyebutkan Aspek kelembagaan menjadi penting dalam rencana pemberdayaan
masyarakat di dalam dan disekitar hutan. Aspek usaha memiliki peranan penting dalam tujuan
pengelolaan HKm yang ingin mensejahterahkan masyarakat disekitar kawasan hutan yang ikut
mengelola kawasan secara langsung mapun tidak langsung. Melalui kegiatan usaha yang dilakukan
oleh masyarakat disekitar kawasan hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berada disekitar
kawasan hutan akan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat. Keberadaan HKm diharapkan
dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat disekitar kawasan hutan sehingga
masyarakat sejahtera dan hutan dapat terus lestari.

Menurut Permen LHK No. 9 Tahun 2021 HKm merupakan hutan negara yang
pemanfaataannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat yang izin
pengelolaannya diberikan selama kurun waktu 35 tahun. Dengan kurun waktu tersebut pengelola
HKm wajib melakukan monitoring pengelolaan selama satu tahun sekali serta melakukan evaluasi
secara berkala selama lima tahun sekali. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan guna
memperoleh data dan hasil sejauh mana kemajuan dari pengelolaan HKm berdasarkan
Izin/Persetujuan Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan. Sehingga hasil dari monitoring dan
evaluasi tersebut diharapkan mampu membantu pengelola dalam menetukan arah pengelolaan
yang lebih baik dari sebelumnya serta dapat menentukan apakah Izin/Persetujuan Perhutanan
Sosial selanjutnya dapat diperpanjang atau tidak. Sudarsono (2016) menyatakan evaluasi
pengelolaan HKm dapat dilakukan oleh pihak pemberi izin setiap satu tahun sekali.

Dalam prosesnya, pengelolaan HKm di Kabupaten Toraja Utara tentu saja memiliki hambatan
ataupun permasalahan yang dihadapi selama proses pengelolaan HKm berlangsung. Oleh karena
itu, selain memperoleh hasil evaluasi dari aspek kelembagaan dan aspek usaha, penelitian ini juga
diharapkan mampu memberikan saran atau masukan terkait permasalahan yang terdapat dalam
pengelolaan HKm. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Analisis Tata Kelola Kelembagaan Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial
Di Kabupaten Toraja Utara”.

2. Methode

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2025. Penelitian dilakukan di Kabupaten
Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah keterangan responden dari hasil wawancara dan
total skoring dari Instrument Monev. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen-
dokumen terkait pengelolaan HKm. Adapun variabel yang diukur dalam penelitian ini sebagai berikut:

e Tata Kelola Kelembagaan (Perencanaan, Kelembagaan, Kewajiban lain, dan Pemberdayaan
Masyarakat)
e Tata Kelola Usaha
e Faktor Pendukung dan Penghambat
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung,
wawancara menggunakan pedoman atau instrumen tertentu, serta telaah terhadap dokumen
kelembagaan yang berkaitan. Penentuan responden menggunakan kombinasi teknik purposive
sampling dan quota sampling. Purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti
menetapkan kriteria tertentu dalam pemilihan responden. Dalam hal ini, responden yang
diwawancarai dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria: mereka harus merupakan pengurus aktif
di Gapoktan Mertesari serta terlibat secara rutin dalam kegiatan kelompok, termasuk pertemuan
dan pengelolaan lahan HKm.
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Sementara itu, quota sampling digunakan untuk memastikan jumlah responden sesuai dengan
target yang telah ditetapkan berdasarkan proporsi tertentu dari populasi. Populasi yang dimaksud
mengacu pada total anggota kelompok tani hutan yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm),
sebagaimana tercantum dalam tabel 1 jumlah anggota kelompok tani hutan pengelola HKm.
Pemilihan jumlah responden pada masing-masing kelompok didasarkan pada proporsi keterwakilan
dan karakteristik yang relevan untuk mencapai kuota yang telah direncanakan (Sugiyono, 2014).

Tabel 1. Jumlah Anggota Kelompok Tani Hutan Pengelola Hutan Kemasyarakatan

No Nama Kelompok Tani Hutan Jumlah Anggota (Orang)
1. Tambuntana 48

2. Tombang Riri 34

3. Sipaelle 18

Total 100

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2025.

Pemakaian sampling kuota digunakan untuk menentukan jumlah responden yang digunakan pada
penelitian ini. Oleh karena itu, maka dari jumlah populasi 100 orang dipilih perwakilan pengurus dari
masing-masing sub kelompok yang berjumlah 3 orang yang berstatus sebagai pengurus kelompok.
Selanjutnya dari pengurus sub kelompok tersebut diperoleh informasi anggota yang dianggap aktif
sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya sehingga jumlah anggota yang akan
diwawancarai adalah sejumlah 7 orang anggota aktif. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui jumlah
responden keseluruhan dalam penelitian ialah sebanyak 30 orang.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh berdasarkan dari pedoman monitoring
dan evaluasi penyelenggaraan PHBM oleh Suwarsono (2016). Data yang terkumpul selanjutnya
ditabulasi dan dianalisis untuk mendapatkan ukuran evaluasi yang didasarkan pada sistem scoring, yaitu
dilaksanakan pada bobot masing-masing aspek secara berimbang sesuai jumlah pertanyaan dalam
kuesioner. Hasil penilaian skoring dari 5 sub variabel selanjutnya dapat dilakukan penilaian umum
evaluasi HKm berdasarkan kriteria yang diadaptasi dari panduan Monev Sudarsono (2016) sehingga
menghasilkan kategori nilai pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kategori Nilai Panduan Monev PS

No Kriteria Klsgrgn Kategori Nilai
Nilai
Sangat Baik Cukup Kurang Tidak
Baik Baik Baik Baik
1. Perencanaan 0-150 121-150 91-120 61-90 31-60 0-3-
2. Tata Usaha Kelompok  0-200 161-200 121- 81-120 41-80 0-40
160
3.  Kelembagaan 0-175 141-175 106- 71-106 36-70 0-35
140
4. Kewajiban Lain 0-100 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20
5. Pemberdayaan 0-100 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20
Masyarakat
Kisaran Nilai Total 0-725 585-725 220- 295-495  150-290 0-145
580

Sumber: Sudarsono, 2016.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Evaluasi Aspek Kelola Kelembagaan

Pada tahun 2020, cikal bakal kelompok masyarakat terbentuk melalui sosialisasi yang sebelumnya
telah dilaksanakan pada masing-masing lembang yang dihadiri oleh beberapa perwakilan pemerintah
lembang serta dihadiri oleh masyarakat yang terdiri dari pengelola Kawasan hutan dalam hal ini yang
memiliki lahan Kelola dalam Kawasan hutan, kelompok perempuan, kelompok rentan dalam hal ini yang
telah dalam status janda/duda. Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Adaptasi Masyarakat
Ekosistem DAS Saddang Berbasis Pengelolaan Pangan Hutan” yang dimana program ini merupakan
program yang dilaksanakan oleh KAPABEL atau Konsorsium Adaptasi Perubahan Iklim”. Konsorsium
KAPABEL adalah konsorsium yang terdari beberapa elemen Lembaga yang saling bersinergi. Lembaga
tersebut diantaranya adalah TLKM, YAKU, Lembaga Penelitian Unhas, Bumi Lestari dan Kanopi Hijau.
Adapun kegiatan-kegiatan yang nantinya dilaksanakan diantaranya adalah pembentukan Kelompok
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Tani Hutan, penanaman pada Kawasan hutan. Dari program inilah sehingga akhirnya terbentuk
Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengelola Izin/Persetujuan Perhutanan Sosial sesuai dengan tabel
3 berikut ini:

Tabel 3. Data KTH Pengelola HKm di Toraja Utara

No Nama Kelompok Ketua Nomor SK Jumlah %
Kelompok Anggota
(Orang)
1. Tambuntana Markus Lambung  SK.8584/MENLHK- 48 48 %
PSKL/PKPS/PSL.0/1
2/2021
2. Tombang Riri Marthen Duma SK.8584/MENLHK- 34 34 %
PSKL/PKPS/PSL.0/1
2/2021
3. Sipaelle M. Dominggus SK.8584/MENLHK- 18 18 %
Rahing PSKL/PKPS/PSL.0/1
2/2021
Total 100 100%

Sumber: Hasil Studi Literatur, 2025.

1. Perencanaan

Variabel perencanaan dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator yaitu: (1) ketersediaan data
biofisik, potensi HHBK, jasa lingkungan untuk bahan penyusunan RKPS dan RKT, (2) ketersediaan
dokumen RKPS dan RKT, (3) adanya keterlibatan pengurus, anggota, pengelola HKm, perempuan dan
stakeholder terkait dalam menyusun RKPS dan RKT. Hasil evaluasi pengelolaan HKm untuk variabel
perencanaan dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Analisa Data Variabel Perencanaan

No Indikator Kisaran Nilai Hasil Penilaian
Ketersediaan Data Biofisik, Potensi
1. HHBK, Jasa Lingkungan untuk bahan 0-50 40

penyusunan Dokumen RKPS dan RKT
Ketersediaan Dokumen RKPS dan

2. RKT 0-50 40
Adanya keterlibatan pengurus,
3. anggota, perempuan dan stakeholder 0-50 30
dalam menyusun dokumen RKPS
Nilai Total 0-150 110
Kriteria Penilaian Baik

Sumber: Data Primer, 2025.

Setelah dilakukan analisis data, variabel perencanaan memperoleh nilai total 110 dan masuk
dalam kategori penilaian Baik karena berada dalam rentang nilai antara 91-120. Hal ini diperoleh
berdasarkan proses pengambilan data yang telah dilakukan terhadap responden serta pemerikasaan
dokumen masing-masing KTH terkait penelitian. terkait pengelolaan HKm. Diketahui bahwa Kelompok
HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle memiliki data biofisik kawasan, potensi HHBK. Untuk
potensi jasa lingkungan memang belum ada karena jasa lingkungan yang ada di masing-masing
kelompok HKm belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, namun diakui oleh pengurus
kedepannya potensi jasa lingkungan yang ada di HKm akan mulai dikembangkan.

Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dua
komponen penting yang terkait satu sama lain dalam pengelolaan hutan khususnya HKm Tambuntana,
Tombang Riri, dan Sipaelle. Permen LHK No.9 tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan
bahwa Rencana Kerja Perhutanan Sosial merupakan rencana pemanfaatan HKm yang menjamin
kelestarian hutan. RKPS memuat kegiatan penataan hutan yang meliputi penataan areal kerja, rencana
penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pengembangan usaha dan rencana perlindungan. Hal ini
sesuai juga dengan yang ada pada HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Dalam dokumen
RKPS HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle terdiri mulai dari kondisi umum kawasan hingga
data potensi kawasan. Dokumen RKPS HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle berlaku selama
35 tahun sekali (sesuai dengan masa Izin/Persetujuan Perhutanan Sosial) dan disahkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen RKT juga memiliki fungsi yang sama namun berbeda
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dalam proses penyusunannya. Dokumen RKT disusun setiap lima tahun sekali selama 1zin/Persetujuan
PS masih berjalan. Dokumen RKPS/RKT dapat disusun oleh semua pengurus dan anggota HKm
termasuk perempuan. Namun dalam penyusunan dokumen pada KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan
Sipaelle hanya pengurus-pengurus dan beberapa anggota yang aktif saja yang terlibat.

2. Keberhasilan Kelembagaan

Menurut Mulyana (2001) dalam Puspita (2006), terdapat empat kriteria utama yang menentukan
seseorang dapat menjadi anggota kelompok tani hutan, yaitu kedekatannya secara geografis dengan
kawasan hutan, hak atas sumber daya yang telah dimiliki sebelumnya, tingkat ketergantungan terhadap
hutan, serta penguasaan pengetahuan lokal. Keempat aspek ini sangat relevan karena berkaitan
langsung dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan, serta mudah diidentifikasi dalam
konteks sosial-ekologis masyarakat sekitar hutan. Kriteria tersebut tercermin dalam keanggotaan
kelompok tani hutan di wilayah Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle, di mana mayoritas anggota
tinggal di sekitar kawasan hutan, memiliki keterikatan historis dengan lahan, serta menggantungkan
kebutuhan ekonomi pada hasil hutan. Hal ini selaras dengan temuan dalam Tabel 5, yang menunjukkan
bahwa keberhasilan kelembagaan kelompok tani hutan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif
anggota yang memiliki kedekatan fisik maupun sosial dengan kawasan hutan. Indikator-indikator dalam
variabel keberhasilan kelembagaan yang telah dianalisis disajikan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Analisa Data Variabel Keberhasilan Kelembagaan

No. Indikator Kisaran Nilai Hasil Penilaian
1. Adanya Dokumen Nama-nama 0-25 o
Pengurus dan Anggota Kelompok
2. Adanya Penjelasan Peran setiap 0-25 20
pengurus
3. Adanya Aturan Kelompok (AD/ART) 0-25 20
4. Adanya Pergantian Pengurus 0-25 16,30
5. Adanya Pertemuan Pengurus 0-25 11,09
6. Adanya Capaian Kegiatan Penguatan i
Kelembagaan sesuai RKPS/RKT 0-50 13,70
7. Ke_lengkapan Administrasi Kelompok 0-50 3.48
Lainnya (Pendukung)
Nilai Total 0-175 109,57
Kriteria Penilaian Baik

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kriteria keberhasilan kelembagaan memperoleh
total nilai rata-rata sebesar 109.57 dan masuk kedalam kategori Baik karena berada dalam rentang nilai
total antara 106-140. Hampir semua indikator yang ada dalam variabel keberhasilan kelembagaan
memiliki nilai yang sempurna. Karena berdasarkan proses penelitian yang sudah dilakukan, kelompok
tani hutan HKm memang memiliki dokumen-dokumen terkait penilaian keberhasilan kelembagaan. Hasil
yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Nandini (2013) dimana untuk aspek kelembagaan HKm
yang ada di Pulau Lombok berada dalam kategori tidak baik, hal ini disebabkan oleh pendampingan
HKm hanya dilakukan pada awal kegiatan dan dilepas ketika kelembagaan HKm belum dapat mandiri.
Kurangnya sumberdaya manusia yang tepat sebagai pengurus kelembagaan menjadi faktor penambah
ketidakberhasilan kelembagaan HKm yang ada di Pulau Lombok.

Faskalis (2011) dalam Sanjaya et al. (2017) menyatakan proses pengambilan keputusan yang
dilakukan oleh kelompok Hkm sangat menjunjung tinggi musyawarah antar sesama anggotanya.
Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan cukup tinggi, ini artinya seluruh anggota dalam
kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan
kelangsungan kinerja kelompoknya, selain itu untuk menjalankan roda organisasi dan untuk
memperkuat kelompok, dalam mengelola HKm dibuat aturan main kelompok yang tercantum dalam
AD/ART.

Hal-hal mengenai penjelasan peran atau tugas setiap pengurus, aturan kelompok atau awig-awig
kelompok semua telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KTH
Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Dalam AD/ART juga disebutkan bahwa pertemuan pengurus
KTH HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle dilakasanakan setiap bulan atau selambat-
lambatnya setiap dua bulan sekali. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan
terhadap responden penelitian. Biasanya dalam pertemuan tersebut, pengurus membahas terkait
kegiatan yang tengah dilakukan oleh setiap kelompok dikawasan HKm, mendiskusikan permasalahan-
permasalah yang ada terkait pengelolaan kawasan hingga harapan setiap pengruus untuk kemajuan
pengelolaan HKm KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Sedangkan untuk rapat seluruh
anggota KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle dilaksanakan setiap satu kali dalam setahun.
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Anggota KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle diwajibkan hadir dalam pertemuan masing-
masing KTH. Karena dalam pertemuan tahunan akan dibahas agenda apa yang akan.

3. Kewajiban Lain

Variabel kewajiban lain dalam penelitian ini mencakup beberapa indikator yaitu: (1) adanya
dokumen laporan tahunan kemajuan HKm, dan (2) proses penyusunan laporan tahunan kemajuan
Hkm. Hasil evaluasi pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. untuk hasil
Analisa variabel kewajiban lain dapat di lihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Hasil Analisa Data Variabel Kewajiban Lain

No. Indikator Kisaran Nilai Hasil Penilaian
1. Adanya Dokumen Laporan Tahunan i
(Kemajuan KTH) 0-50 19,57
2. Proses Penyusunan Laporan Tahunan i
(Kemajuan KTH) 0-50 19,57
Nilai Total 0-150 39,14
Kriteria Penilaian Kurang Baik

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, variabel kewajiban lain dari evaluasi
pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle memperoleh rata-rata nilai total dengan
jumlah 39,14 dan masuk kedalam kategori kurang baik karena berada dalam rentang nilai total
antara 21-40. Hal ini dapat terjadi karena perhatian kelompok tani hutan terhadap kewajiban lain
menyangkut pengelolaan HKm seperti penyusunan laporan kegiatan pengelolaan yang seharusnya
dilakukan selama satu tahun sekali masih belum maksimal dilakukan.

Perhatian responden dari ketiga KTH Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle terhadap
kewajiban lain terkait pengelolaan HKm seperti penyusunan dokumen laporan tahunan kemajuan
HKm masih kurang. Terlihat bahwa ketiga kelompok ini mengakui belum pernah menyusun
dokumen laporan kemajuan pengelolaan HKm. Mereka mengakui bahwa selama ini mereka hanya
fokus terhadap pengelolaan kawasan tanpa memikirkan kewajiban lain seperti menyusun dokumen
laporan kemajuan. Hal yang sama dikemukakan oleh Sanjaya et al. (2017) meskipun dalam aspek
yang berhubungan dengan kewajiban kelompok masih kurang dipahami oleh masyarakat, namun
mereka selalu mengupayakan pengelolaan di lahan mereka secara baik karena dengan adanya
program HKm tersebut masyarakat secara langsung dapat memperoleh manfaatnya seperti adanya
peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan produktivitas lahan, dan masyarakat dapat menjaga
sistem ekologi hutan secara baik melalui kegiatan. Hasil Analisa mengenai variabel pemberdayaan
masyarakat dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Hasil Analisa Data Variabel Pemberdayaan Masyarakat

No. Indikator Kisaran Nilai Hasil Penilaian

1. Adanya Fasilitasi Penyusunan RKPS
dan RKT dari Dinas Atau Instansi 0-50 20
Terkait (Lembaga Lainnya)

2. Adanya Kegiatan
Pelatihan/Penyuluhan dari
Dinas/Lembaga lainnya dalam kurun
waktu satu tahun terakhir

3. Adanya Pendampingan rutin dari
Dinas/Lembaga Lainnya

4. Adanya Dokumen Anggaran dari
Dinas/Lembaga Lainnya terkait 0-20 3,65
program pemberdayaan

5. Adanya Fasilitasi Pemerintah dalam
pemasaran produk HHBK

Nilai Total 0-100 46,09

0-20 12,70

0-20 1,74

Kriteria Penilaian Cukup Baik

Setelah dilakukan proses evaluasi dan analisa data, variabel pemberdayaan masyarakat
memperoleh total nilai rata-rata sejumlah 46,09 dan masuk kedalam kriteria cukup baik karena
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berada dalam rentang nilai total antara 21-40. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
responden, bimbingan dari pemerintah dalam hal ini melalui penyuluh KPH cukup baik. Penyuluh
ikut memfasilitasi anggota/pengurus HKm dalam proses penyusunan RKPS/RKT hingga hal-hal lain
terkait pengelolaan HKm. Penyuluh KPH juga rutin selama satu bulan sekali mengunjungi pengurus
HKm. Pada saat rapat pertemuanpun penyuluh KPH selalu ikut hadir. Hal ini menujukkan bahwa
dukungan pemerintah (penyuluh KPH) dalam kegiatan pengelolaan HKm cukup baik. Namun yang
menjadi permasalahan disini ialah responden mengakui bahwa selama ini pemerintah atau instansi
terkait belum pernah lagi melaksanakan pelatihan atau bimbingan khusus terkait pengelolaan hutan
kepada masyarakat, selain itu masyarakat berharap pemerintah ikut mendukung dalam proses
pemasaran HHBK karena selama ini pemerintah atau instansi terkait belum pernah memfasilitasi
pengurus atau anggota dalam proses pemasaran HHBK di HKm. Sedangkan menurut Sanjaya
(2017) kegiatan pemantauan dari Dinas Kehutanan dalam hal ini KPH sangat perlu dilakukan
secara langsung ke lahan kelola masyarakat hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian
kegiatan Hkm, selain monitoring dari Dinas Kehutanan/KPH perlu juga adanya monitoring dari
lembaga Non Dinas seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

5. Aspek Kelola Usah

Pemanfaatan HHBK merupakan salah satu komiditi andalan pengelola HKm Tambuntana,
Tombang Riri, dan Sipaelle dalam hal kelola usaha. Keberadaan HHBK dikawasan HKm ini menjadi
salah satu sumber pendapatan anggota tani HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle sehari-
hari. Biasanya petani HKm mengambil HHBK dari kawasan PS untuk langsung dijual ke pengumpul
atau langsung dijual ke pasar. Petani lebih banyak memilih menjual HHBK ke pengumpul karena
akses yang lebih dekat dan dapat terjual dalam waktu lebih cepat diikuti oleh kesepakatan harga
antar penjual dan pengumpul. Berbeda apabila menjual HHBK ke pasar, petani menganggap
proses tersebut lebih lama dan akses menuju pasar yang jauh dari kawasan. Hal ini didukung juga
oleh penelitian Sanjaya (2017) bahwa kegiatan pemasaran hasil hutan bukan kayu yang dilakukan
oleh masyarakat biasanya menggunakan saluran pemasaran terpendek yaitu dari produsen-
pengumpul-konsumen, hal ini karena menjual ke pasar perlu kendaraan untuk mengangkut hasil
panen dan masyarakat juga tidak ingin menerima resiko bila hasil panen tersebut tidak laku dijual.
Sehingga sebagian besar masyarakat menjual hasil panen ke pengumpul untuk mengurangi biaya
produksi yang dikeluarkan.

HHBK yang diperoleh dari kawasan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle dapat
berupa Kopi, Madu, Pinus dan HHBK lainnya. Adapun yang menjadi HHBK unggulan di kawasan
HKm ialah Kopi. Umumnya petani menjual HHBK dalam bentuk mentah (tidak diolah), namun
apabila HHBK begitu melimpah dan tidak memiliki nilai yang berarti apabila dijual. Sayangnya
kegiatan pengolahan HHBK dari bahan mentah menjadi bahan jadi sekarang tidak berjalan secara
optimal. Nandini (2013) menyebutkan salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi
kurangnya dampak ekonomi HKm adalah melibatkan instansi terkait seperti perindustrian maupun
koperasi usaha untuk memberikan pelatihan kewirausahaan agar para petani mempunyai
pendapatan tambahan dari produk-produk yang dihasilkan HKm. Untuk melihat sejauh mana
analisa aspek kelola usaha pada KTH dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Hasil Analisa Data Aspek Tata Kelola Usaha

No. Indikator Kisaran Nilai Hasil Penilaian
1. Adanya Pengurus KTH yang bertanggung

jawab pada bidang Usaha 0-25 10
2. Adanya pertemuan rutin KTH 0-25 6.30
3. Adanya kegiatan pelatihan penguatan 0-25 11,30
usaha KTH
4. Adanya iuran anggota KTH 0-25 10
5 Adanya Modal Kelompok untuk dana 0-25 10
usaha
6. Adanya produk pasca panen 0-25 25
7. Adanya jaringan pasar hasil produksi 0-25 15
8. Adanya sumbangan sisa hasil usaha ke
0-25 0
KTH
Nilai Total 0 - 200 87,6

Kriteria Penilaian Cukup Baik




Jurnal Eboni Vol. 7(1): 10-20, Juni 2025
DOI : 10.46918/eboni.v7i1.2708 17

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi dan analisa data terkait
pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle, kinerja pengelolaan HKm memperoleh nilai
total rata-rata sebesar 392,39 dan masuk kedalam kriteria baik dengan rincian hasil penilaian variabel
perencanaan sebesar 110 (baik), variabel kelembagaan sebesar 109,57 (Baik), kewajiban lain sebesar
39,13 (kurang baik), pemberdayaan masyarakat sebesar 46,09 (cukup baik) dan tata kelola usaha
sebesar 87,61 (cukup baik).

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle

Keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) khususnya di kawasan
HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor,
baik faktor pendukung kegiatan pengelolaan kawasan HKm maupun faktor yang dapat
menghambat kegiatan pengelolaan kawasan HKm sehingga tidak dapat berjalan dengan maksimal.
Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri,
dan Sipaelle.

e Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan salah satu faktor utama yang membuat pengelola HKm Tambuntana,
Tombang Riri, dan Sipaelle ingin terus dan tetap mengelola kawasan. Keberadaan faktor
pendukung menjadi elemen penting bagi masyarakat dalam mengelola dan menjaga kawasan
HKm. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, responden mengakui bahwa tanpa adanya
faktor pendukung pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle pasti tidak akan
berjalan sebagaimana mestinya. Adapun faktor pendukung pengelolaan HKm terdapat dalam Tabel
9 berikut ini:

Tabel 9. Faktor Pendukung Pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle.

Jumlah Responden

No. Variabel Faktor Pendukung !
Yang Menjawab
- Adanya Persetujuan/lzin PS 23
1. Perencanaan - Adanya RKPS/RKT yang menjadi 13
pedoman dalam pengelolaan HKm
_ - Adanya Pengurus KTH sebagai sebagai 10
2 Keberhasilan penge|0|a inti
Kelembagaan - Adanya pertemuan rutin KTH 13
3 Pemberdayaan Adanya dukungan dari instansi (Dinas 10
" Masyarakat Kehutanan/KPH,) atau Lembaga Lainnya
- Adanya bantuan dari berbagai pihak 15
4. TataKelola Usaha (Dishut/KPH, Lembaga lainnya)
- Adanya sumber pendapatan utama 13
- Adanya Tujuan ingin menjaga hutan 20
5.  Lain-Lain - Adanya bantuan bibit o5
- Tidak memiliki lahan garapan lain 20

Sumber: Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 9 tersebut dapat diketahui faktor pendukung pengelolaan HKm
Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle berdasarkan variabel perencanaan yaitu adanya
Izin/Persetujuan PS, adanya RKPS/RKT sebagi pedoman dalam pengelolaan HKm. Faktor
pendukung pemberdayaan masyarakat adanya dukungan instansi (DISHUT/KPH dan LSM). Faktor
pendukung tata kelola usaha yaitu adanya bantuan dari berbagai pihak dan sumber pendapatan
utama. Serta faktor pendukung lainnya antara lain keinginan untuk menjaga hutan, adanya bantuan
bibit dari pemerintah dan tidak memiliki lahan garapan lain kecuali lahan HKm Tambuntana,
Tombang Riri, dan Sipaelle. Kenyataan bagi masyarakat di sekitar hutan yang menjadikan kawasan
hutan sebagai salah satu sumber mata pencaharian merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan
lagi. Bahkan sebagian dari masyarakat di sekitar hutan menjadikan kawasan hutan sebagai satu-
satunya sumber mata pencaharian sehingga tingkat ketergantungan mereka akan keberadaan
hutan sangat tinggi.
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Salah satu faktor pendukung pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle
ialah keinginan untuk menjaga hutan yang besar. Mereka beranggapan bahwa hutan merupakan
salah satu sumberdaya alam yang harus terus dijaga kelestariannya. Mereka percaya bahwa
apabila hutan rusak, hutan tidak jaga. Kehidupan umat manusia akan terancam. Karena hutan
memiliki sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan manusai untuk memenuhi kebutuhannya
sehari-sehari seperti air, udara dan bahan makanan maupun obat-obatan.

e Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan teridentifikasi beberapa faktor penghambat dalam
pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle. Responden mengakui walaupun
dalam praktiknya kegiatan pengelolaan HKm terlihat cukup baik, namun kenyataannya sebagian
dari mereka merasa ada beberapa hal yang masih sangat diperlukan dalam pengelolaan kawasan
yang belum mereka miliki dan menjadi penghambat dalam pengelolaan kawasan sehingga tidak
dapat berjalan dengan sangat baik. Faktor penghambat pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang
Riri, dan Sipaelle dapat dilihat dalam Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Faktor Penghambat Pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle

Jumlah Responden

No. Variabel Faktor Penghambat !
Yang menjawab

- Anggota Kurang berperan aktif dalam

penyusunan RKPS/RKT (hanya pengurus 10
1. Perencanaan inti saja)

- Kurang lengkapnya data pendukung dalam

penyusunan dokumen RKPS/RKT !
2 Keberhasilan - Kurangnya SDM untuk regenerasi 3
' Kelembagaan Pengurus KTH
- Tldak memiliki pengetahuan (Skill) dalam 13
3 Kewajiban lain hal penyusunan laporan
- Fokus pada pengelolaan lahan saja 10
4 Pemberdayaan - Penyuluh jarang mengunjungi KTH karena 12
" masyarakat aksesibilitas
- Kurangnya pelatihan dari pemerintah 9
dalam hal pengelolaan HHBK
5 TataKelola Usaha - Tldak ada dukungan pemasaran HHBK 10
dari pemerintah
- Kelompok bidang usaha tidak aktif 21
6. Lain-lain Gangguan satwa liar pada lahan garapan 29

KTH

Sumber: Data Primer, 2025.

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan
Sipaelle berdasarkan variabel perencanaan yaitu anggota kurang berperan aktif dalam penyusunan
RKPS/RKT karena hanya pengurus inti saja yang menyusun, selain itu dalam RKPS belum terdapat
data potensi jasa lingkungan yang ada di HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle sehingga
dapat menghambat dalam kegiatan pengembangan jasa lingkungan yang ada. Faktor penghambat
variabel keberhasilan kelembagaan yaitu masih kurangnya sumberdaya manusia yang dapat
dijadikan sebagai regenerasi pengurus kelompok. Faktor penghambat variabel kewajiban lain yaitu
masih kurangnya pengetahuan dalam hal penyusunan laporan kegiatan, selain itu pengurus
maupun anggota hanya fokus pada pengelolaan lahan saja. Faktor penghambat variabel
pemberdayaan masyarakat yaitu penyuluh jarang mengunjungi beberapa kelompok. Faktor
penghambat variabel tata kelola usaha yaitu kurangnya pelatihan dari pemerintah dalam hal
pengelolaan hasil hutan dan tidak ada dukungan pemasaran HHBK dari pemerintah. Serta faktor
penghambat lainnya yaitu gangguan satwa liar.

Kurangnya sumberdaya manusia juga menyebabkan beberapa kewajiban lain seperti
menyusun laporan kegiatan tahunan tidak dilaksanakan karena setiap anggota memang hanya
fokus dalam mengelola kawasan saja tanpa memikirkan capaian-capaian yang telah diperoleh
selama mengelola kawasan HKm menjadi sebuah laporan kegiatan tahunan.

4. Kesimpulan
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Selama melaksanakan pengamatan di lapangan dan didukung dengan hasil wawancara dengan
berbagai narasumber terkait, Penulis dapat menarik kesimpulan yaitu evaluasi pengelolaan hutan HKm
Senggigi berdasarkan aspek tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha masuk dalam kriteria baik
dengan nilai 392,39. Faktor pendukung pengelolan HKm Tambuntana, Tombang Riri, dan Sipaelle yang
paling mendominasi adalah adanya Izin/Persetujuan PS dan sebagai sumber pendatan utama.
Sedangkan faktor penghambat pengelolaan HKm yang paling mendominasi antara lain tidak adanya
dukungan pemerintah terkait pemasaran HHBK serta adanya gangguan satwa liar.
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